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ABSTRAK - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 4 Tahun 2012, Badan Layanan
Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kepala Sawit pada Kementerian
Keuangan telah mempunyal tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2015, Menteri Keuangan
melalui Surat Nomor: S-10650/MK.5/2015 tanggal 16 Desember 2015, telah
mengajukan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Badan
Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan, usulan
perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan
Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN 4286); UU No. 1 Tahun
2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005
No. 48, TLN 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012
(LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340); Permenkeu RI No. 133/PMK.05/2015.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
133/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan
Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan diubah
sebagai berikut:

Lampiran | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2015 tentang Tarif
Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa
Sawit Pada Kementerian Keuangan diubah, sehingga menjadi sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A, tentang
Terhadap Tarif Pungutan yang berasal dari Ekspor Cangkang Kernel Sawit
dalam bentuk serpih; dan bubuk dengan ukuran partikelkurang lebih 50 mesh
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

CATATAN .- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 19 Februari 2016 dan
diundangkan pada tanggal 23 Februari 2016.
Lampiran : 6 Halaman



